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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis tentang praktek pemberian 

bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Praktek pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2014 sampai tahun 2015 

berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Di 

dalam pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 antara praktek dengan 

aturan PERMA yaitu dari pengajuan persyaratan bagi masyarakat tidak 

mampu yang dibuktikan dengan SKTM dan surat tunjangan sosial lainnya, 

proses penerimaan perkara dari panitera / sekretaris diketahui oleh Ketua 

Pengadilan Agama kemudian melalui Bendahara DIPA yang ditujukan 

kepada kasir hingga pada proses persidangan oleh Majelis Hakim dan 

putusan akhir di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat kesesuaian 

tentang pelaksanaan prodeo dari DIPA Pengadilan Agama serta adanya 

pemberlakuan PERMA membuat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 

mengeluarkan kebijakan di luar aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, tetapi 

tetap berpedoman pada aturan lama yang masih berlaku hingga saat ini, 

meskipun terdapat perubahan proses yang sesuai dengan PERMA Nomor 1 
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Tahun 2014 yaitu Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Reglement 

Buiten Govesten (RBG) tentang pelaksanaan prodeo murni yang muncul dari 

permasalahan prodeo yang habis anggaran biayanya sebagai landasan dari 

kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk tetap menerima 

perkara yang masuk dan membantu masyarakat miskin dalam 

menyelesaikan perkara perdata Islam di pengadilan dengan cara sekeras-

kerasnya mencari solusi alternatif dari permasalahan yang muncul di 

lapangan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan sebagaimana yang 

telah tercantum pada asas – asas bantuan hukum dan hukum acara perdata. 

2. Pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 

1 Tahun 2014 dari data penelitian yang telah ditemukan oleh penulis 

terbukti bahwa pemberian layanan hukum prodeo di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri dapat menerapkan aturan yang ada di PERMA Nomor 1 

Tahun 2014 dan dapat memberikan pelayanan hukum yang prima bagi 

masyarakat miskin pencari keadilan dengan memberikan pelayanan yang 

sederhana, flexibel, cepat dan mudah karena dalam memenuhi persyaratan 

pengajuan perkara prodeo menjadi lebih mudah hanya melalui kantor desa 

setempat dan kartu tunjangan lain yang dimiliki oleh para pihak yang 

mengajukan perkara prodeo dan pelaksanaan sidang tidak terlalu lama 

hanya beberapa kali sidang perkara langsung diputus serta yang lebih utama 

adalah pembiayaan untuk proses prodeo sangat membantu jalannya 

persidangan atau membantu dalam menyelesaikan perkara perdata Islam 
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bagi layanan pembebasan biaya perkara / prodeo sebagaimana tertuang 

dalam tujuan layanan hukum yang tercantum pada pasal 3. Jadi, pemberian 

bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam di Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri tahun 2014 hingga tahun 2015 pasca diberlakukannya 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dapat dikatakan efektif, 

seperti efektivitas hukum menurut Hans Kelsen bahwa Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri telah menerapkan layanan pembebasan biaya perkara / 

prodeo sebagaimana norma yang telah diberlakukan yaitu pada PERMA 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Herziene Indonesisch 

Reglement (HIR) / Reglement Buiten Govesten (RBG). 

 

B. Saran 

Adapun dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran yang 

ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait, diantaranya adalah; 

1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perlu menambah petugas dalam 

membantu melayani masyarakat yang memerlukan penyelesaian hukum 

perdata Islam di pengadilan agama, sehingga dapat memudahkan para 

pegawai yang telah merangkap tugas kerja di Pengadilan Agama Kabupaten 

Kediri dan mempercepat proses penyelesaian perkara di pengadilan serta 

dapat membantu tercovernya laporan data yang telah terlaksana dan 

terselesaikan. 
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2. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia segera 

menambahkan pasal di dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

pelaksanaan prodeo murni atau pembebasan biaya perkara yang murni 

sebagai alternatif kedua apabila anggaran biaya pada layanan pembebasan 

biaya perkara dari DIPA Pengadilan telah habis. Sehingga pemberlakuan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dapat menjawab segala persoalan hukum 

terutama pada proses pelaksanaan pemberian layanan hukum prodeo atau 

pembebasan biaya perkara di pengadilan agama supaya pemberian layanan 

hukum di pengadilan agama dapat berjalan dengan lancar dan utuh sesuai 

yang diamanatkan dalam peraturan. 
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